BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, DAN

Menimbang

Mengingat

PENGAWAS PEMILU LAPANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan
umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,
pengawasan pemilihan umum harus dilakukan oleh pengawas
pemilihan umum yang mandiri;

bahwa kemandirian pengawas pemilihan umum berkaitan erat
dengan integritas dan kredibilitas keseluruhan proses
pengangkatan anggota panitia pengawas pemilihan umum
provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota,
panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, dan pengawas
pemilu lapangan;

bahwa dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11/PUU-VIII/2010, antara lain mengakibatkan adanya
perubahan paradima dalam proses pengangkatan anggota
panitia pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas
pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas
pemilihan umum kecamatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata
Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan
dan Kepatutan, Pemilihan dan Penetapan, serta



Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan
Sanksi Administratif Kepada Anggota Panwaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan
dan Kepatutan, Pemilihan dan Penetapan, serta
Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan
Sanksi Administratif Kepada Anggota Panwaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja antara Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas
Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum
Luar Negeri;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2009 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30
Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA  CARA PENGANGKATAN  ANGGOTA  PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  PROVINSI, PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN  UMUM  KECAMATAN, DAN
PENGAWAS PEMILU LAPANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan



10.

(1)

(2)

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada,
adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara
langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota,
selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah
Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan,
adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu
Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama
lain/kelurahan.

Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Pengangkatan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dimulai dari
penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan anggota Panwaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

BAB I
KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat ad hoc.



Pasal 3

Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2
(dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 4
(1) Jumlah Anggota:
a. Panwaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang; dan
c. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

(2) Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa/kelurahan sebanyak 1
(satu) orang.

(3) Komposisi keanggotaan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwaslu Kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya
30% (tiga puluh perseratus).

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 5

Syarat untuk menjadi calon anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah:

a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil,
e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan;
berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Panwaslu Provinsi, dan

Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang
sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;

g. berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Provinsi,
di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu
Kabupaten/Kota, di wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu
Kecamatan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh
dari rumah sakit;

I. tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan secara tertulis dalam
surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima)



K.

tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dalam jabatan negeri;

bersedia bekerja penuh waktu; dan

. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara

(BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

Pasal 6

Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h termasuk didalamnya Pusat
Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas.

BAB Il
KEWENANGAN, PRINSIP, DAN MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Pengangkatan

Paragraf 1
Panwaslu Provinsi

Pasal 7

Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga)
orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan
kepatutan.

Paragraf 2
Panwaslu Kabupaten/Kota

Pasal 8

(1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kada Provinsi dipilih sebanyak 3 (tiga)
orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan
kepatutan oleh Panwaslu Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu.

(2) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota dipilih

sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui
uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu.



Paragraf 3
Panwaslu Kecamatan

Pasal 9

Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota
Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Paragraf 4
Pengawas Pemilu Lapangan

Pasal 10

Anggota Pengawas Pemilu Lapangan dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan
Panwaslu Kecamatan.

Bagian Kedua
Prinsip Pengangkatan

Pasal 11

Pengangkatan anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dilakukan dengan berpedoman kepada
prinsip:

mandiri;
kepastian hukum;
keterbukaan;
profesionalitas;
akuntabilitas;
partisipatif;
efisiensi; dan
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efektivitas.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 12

Pengangkatan anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dilakukan melalui mekanisme:

a. penjaringan dan penyaringan secara terbuka; dan/atau
b. penjaringan calon-calon anggota potensial.



(1)

(2)

3)

(4)

(5)

BAB IV
TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON
ANGGOTA PANWASLU PROVINSI DAN PANWASLU KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Persiapan

Paragraf 1
Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 13

Bawaslu membentuk Tim Seleksi untuk membantu melakukan penjaringan dan
penyaringan terhadap:

a. calon anggota Panwaslu Provinsi; dan
b. calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

Panwaslu Provinsi membentuk Tim Seleksi yang berkedudukan di Panwaslu
Provinsi untuk membantu melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota
Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, serta Pemilu Kada Provinsi.

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja membantu penjaringan
dan penyaringan calon anggota Panwaslu di 1 (satu) atau lebih daerah yang
menyelenggarakan Pemilu.

Dalam hal di 1 (satu) wilayah provinsi terdapat paling sedikit 3 (tiga) kabupaten/kota
yang akan menyelenggarakan Pemilu Kada Kabupaten/Kota, Bawaslu dapat
membentuk Tim Seleksi yang berkedudukan di daerah.

Tim Seleksi dibentuk dan ditetapkan dengan:

a.Keputusan Bawaslu untuk pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ; dan

b.Keputusan Panwaslu Provinsi untuk pembentukan Tim Seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(6) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk paling lambat 3 (tiga)

(1)
(2)

bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai.

Paragraf 2
Masa Kerja Tim Seleksi

Pasal 14

Masa kerja Tim Seleksi ditetapkan dalam Keputusan Bawaslu atau Panwaslu
Provinsi.

Masa kerja Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) paling lama
2 (dua) bulan.



Paragraf 3
Jumlah dan Keanggotaan Tim Seleksi

Pasal 15
(1) Tim Seleksi berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(2) Keanggotaan Tim Seleksi berasal dari unsur mantan penyelenggara Pemilu,
akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau profesional dalam bidang keahlian yang
terkait dengan Pemilu.

(3) Keanggotaan Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,
seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Paragraf 4
Dukungan dan Fasilitasi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Tim Seleksi didukung dan difasilitasi
oleh Sekretariat Bawaslu dan/atau Sekretariat Panwaslu sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 5
Persyaratan Tim Seleksi

Pasal 17
Syarat untuk menjadi anggota Tim Seleksi adalah:
a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
berpendidikan paling rendah S-1;

c
d. memiliki pengetahuan tentang sistem penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu;
e. memilki integritas;

f

tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu
5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang
sah atau;

g. tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye dan/atau tim sukses
salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan
perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah,
serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dinyatakan secara tertulis dalam surat
pernyataan yang sah; dan

h. tidak sedang dan tidak akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Panwaslu,
calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, calon anggota dewan
perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah,
serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, di daerah dan dalam Pemilu
yang sama, yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah.



(1)

(2)

(1)

(2)

3)
(4)

Paragraf 6
Pemberhentian Tim Seleksi

Pasal 18

Anggota Tim Seleksi berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan
diri, atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim
Seleksi.

Bawaslu atau Panwaslu Provinsi mengangkat anggota Tim Seleksi pengganti
antarwaktu.

Paragraf 7
Tugas dan Wewenang Tim Seleksi

Pasal 19

Tim Seleksi bertugas membantu Bawaslu atau Panwaslu Provinsi untuk
melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu untuk dilakukan
uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi dapat
dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga dan/atau ahli yang memiliki
kompetensi pada bidang yang berkaitan dengan proses penjaringan dan
penyaringan calon anggota Panwaslu.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi kerja sama dalam
melakukan penilaian terhadap kualitas dan integritas calon anggota Panwaslu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi
dapat melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bawaslu sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Tim Seleksi
mempunyai wewenang:

a.

b
C.
d.
e

mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu;

menerima pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Panwaslu;
melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon anggota Panwaslu;
mengumumkan nama-nama calon yang lolos pemeriksaan berkas;

menerima tanggapan dan masukan masyarakat serta melakukan pemeriksaan atas
tanggapan dan masukan masyarakat tersebut;

menyelenggarakan tes wawancara untuk menguji kemampuan calon anggota
Panwaslu;

menetapkan nama calon anggota Panwaslu yang akan diajukan untuk dilakukan uiji
kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi; dan

mengumumkan nama calon anggota Panwaslu yang akan diajukan untuk mengikuti
uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.
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Paragraf 8
Kewajiban dan Larangan Tim Seleksi

Pasal 21

Anggota Tim Seleksi berkewajiban:

a.
b.
C.

bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
melaksanakan tugas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat;

merahasiakan identitas masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap bakal
calon anggota Panwaslu;

memberikan laporan secara berkala kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi;

memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada Bawaslu atau
Panwaslu Provinsi; dan

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Anggota Tim Seleksi dilarang:

a.

(1)

melakukan tindakan melampaui tugas dan wewenang yang diberikan oleh Bawaslu
atau Panwaslu Provinsi;

menerima gratifikasi dari calon anggota Panwaslu atau pihak lain terkait dengan
proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu; dan

mencalonkan diri sebagai calon anggota Panwaslu pada tingkat yang sama atau di
bawahnya untuk penyelenggaraan Pemilu yang sama.

Bagian Kedua
Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota
Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Tahapan Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 23

Proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota, dilakukan melalui tahapan:

a. pengumuman pendaftaran;

penjaringan calon-calon potensial;

pendaftaran dan penerimaan berkas;

pemeriksaan berkas;

pengumuman bakal calon yang lolos pemeriksaan berkas;

-~ ® a0 T

penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat dan pemeriksaan atas
tanggapan dan masukan masyarakat;

g. pelaksanaan tes wawancara; dan



(@)

3)

(1)

(2)
3)
(4)

(1)
(@)
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h. pengumuman hasil nama calon anggota Panwaslu yang akan mengikuti uji
kelayakan dan kepatutan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e,
huruf f, huruf g, dan huruf h dilakukan oleh Tim Seleksi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bawaslu
atau Panwaslu Provinsi.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 24

Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu paling lambat 3
(tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Tim Seleksi oleh Bawaslu atau Panwaslu
Provinsi.

Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di media
lokal sebanyak 1 (satu) kali.

Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pendaftaran calon anggota Panwaslu dimulai.

Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.

Paragraf 3
Pendaftaran dan Penerimaan Berkas

Pasal 25

Tim Seleksi menerima berkas persyaratan bakal calon anggota Panwaslu selama 7
(tujuh) hari sejak dibukanya pendaftaran calon anggota Panwaslu.

Perbaikan untuk melengkapi kekurangan berkas persyaratan bakal calon anggota
Panwaslu dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat

Q).

Paragraf 4
Pemeriksaan Berkas

Pasal 26

(1) Tim Seleksi memeriksa berkas yang diserahkan oleh bakal calon anggota Panwaslu.

(2)
3)
(4)

Dalam pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi
memeriksa kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas.

Pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 2 (dua)
hari kerja sejak penerimaan berkas.

Pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas dapat dilakukan dengan
berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
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Paragraf 5
Pengumuman Bakal Calon

Pasal 27

(1) Tim Seleksi mengumumkan daftar bakal calon anggota Panwaslu hasil pemeriksaan
berkas, yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes wawancara.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari kerja
setelah pemeriksaan berkas selesai dilakukan melalui media lokal.

Paragraf 6
Tanggapan dan Masukan Masyarakat

Pasal 28

(1) Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terkait keterpenuhan
syarat, integritas, dan kecakapan bakal calon anggota Panwaslu yang diumumkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2) Tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Tim Seleksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman bakal calon
dilakukan.

(3) Tim Seleksi melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7
Pelaksanaan Tes Tertulis dan/atau Wawancara

Pasal 29

Tim Seleksi dapat melaksanakan tes tertulis untuk menyaring nama-nama calon yang
akan mengikuti tes wawancara.

Pasal 30

Tim Seleksi melakukan tes wawancara terhadap bakal calon anggota Panwaslu hasil
pemeriksaan berkas, yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes wawancara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 31
Materi wawancara meliputi:

a. penguasaan materi dan strategi pengawasan Pemilu, sistem hukum, sistem politik,
serta peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

integritas diri, komitmen, dan motivasi;

kemampuan komunikasi dan kerja sama tim;

kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;
pengetahuan muatan lokal; dan

- ® 2 0 T

klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.
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Pasal 32

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan:

a.

(1)

(2)

3)

(4)

presentasi oleh bakal calon anggota Panwaslu mengenai visi dan misi sebagai calon
anggota Panwaslu;

tanya jawab yang meliputi materi wawancara dan presentasi; dan
simulasi untuk menguji kemampuan dalam kepemimpinan dan kerjasama tim.

Bagian Ketiga
Penjaringan Calon Potensial

Pasal 33

Bawaslu atau Panwaslu Provinsi dapat melakukan penjaringan calon-calon potensial
untuk menjadi bakal calon anggota Panwaslu Provinsi atau Panwaslu
Kabupaten/Kota.

Penjaringan calon-calon potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara menyampaikan surat yang berisi pemberitahuan dan himbauan kepada
perguruan tinggi, lembaga pers, dan/atau pemangku kepentingan Pemilu untuk
mengikuti proses pendaftaran calon anggota Panwaslu yang sedang dilakukan oleh
Tim Seleksi di wilayahnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan penjaringan calon-calon potensial sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), Tim Seleksi dapat mengajukan usulan nama perguruan tinggi,
lembaga pers, dan/atau pemangku kepentingan Pemilu kepada Bawaslu atau
Panwaslu Provinsi.

Nama-nama bakal calon anggota Panwaslu dari lembaga-lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diproses bersamaan dan mendapatkan perlakuan yang
sama dengan bakal calon anggota Panwaslu yang mendaftarkan diri melalui
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Keempat
Pengumuman dan Penyampaian Hasil

Pasal 34

Tim Seleksi mengumumkan hasil tes wawancara yang memuat nama-nama calon
anggota Panwaslu yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu atau
Panwaslu Provinsi.

(1)
(2)
3)

(4)

Pasal 35

Tim Seleksi menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan nama-nama calon
anggota Panwaslu kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.

Nama-nama calon anggota Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang.

Dalam hal Tim Seleksi tidak dapat memperoleh kesepakatan yang bulat terkait
nama-nama yang akan disampaikan kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh nama-nama hasil tes
wawancara beserta seluruh kelengkapan berkasnya disampaikan kepada Bawaslu
atau Panwaslu Provinsi.

Hasil penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya
pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 36

(1) Tim seleksi menyampaikan laporan hasil kerja penjaringan dan penyaringan
kepada Bawaslu.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahapan
penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1).

(3) Tim seleksi menyampaikan laporan akhir hasil kerja proses penjaringan dan
penyaringan kepada Bawaslu.

(4) Laporan akhir hasil kerja Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disertai dengan uraian evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan.

(5) Laporan akhir hasil kerja Tim Seleksi disampaikan pada saat berakhirnya masa
tugas Tim Seleksi.

(6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB V
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA
PANWASLU PROVINSI DAN PANWASLU KABUPATEN/KOTA

Pasal 37

Bawaslu atau Panwaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap
nama-nama yang disampaikan oleh Tim seleksi untuk selajutnya dipilih 3 (tiga) nama
sebagai anggota Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya
masing-masing.

Pasal 38
(1) Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap:
a. calon anggota Panwaslu Provinsi; dan
b. calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

(2) Panwaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota
Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, serta Pemilu Kada Provinsi.

Pasal 39

Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dengan
cara meneliti dan memilih nama-nama yang telah disampaikan oleh Tim Seleksi, serta
apabila dianggap perlu dapat dilakukan melalui mekanisme wawancara.
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BAB VI
TATA CARA PENGANGKATAN CALON ANGGOTA
PANWASLU KECAMATAN DAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN

Bagian Kesatu
Panwaslu Kecamatan

Pasal 40

Pengangkatan anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Panwaslu
Kabupaten/Kota melalui tahapan kegiatan yang meliputi pengumuman pendaftaran,
penerimaan pendaftaran dan berkas, pemeriksaan berkas pendaftaran,
pengumuman hasil pemeriksaan berkas, menerima tanggapan dan masukan dari
masyarakat, tes wawancara, dan penetapan calon terpilih.

Tata cara pelaksanaan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menyesuaikan terhadap ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25,
Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan ini.

Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan proses pengangkatan anggota Panwaslu
Kecamatan di wilayah kerjanya kepada Bawaslu dan/atau Panwaslu Provinsi sesuai
tingkatannya masing-masing.

Bagian Kedua
Pengawas Pemilu Lapangan

Pasal 41

Pengangkatan calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan dilakukan oleh Panwaslu
Kecamatan melalui tahapan kegiatan yang meliputi penjaringan calon, penerimaan
berkas pendaftaran, pemeriksaan berkas pendaftaran, tes wawancara, dan
penetapan calon terpilih.

Penjaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panwaslu
Kecamatan dengan meminta usulan nama-nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh
adat, dan/atau tokoh agama di wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya, sesuai
wilayah kerjanya.

Panwaslu Kecamatan melaporkan proses pengangkatan anggota Pengawas Pemilu
Lapangan di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

BAB VII
ANGGARAN

Pasal 42

Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Provinsi dalam Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun
Panwaslu Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pemilu Kada yang dilakukan
oleh Bawaslu, dibebankan pada APBN.
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Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang
dilakukan oleh Panwaslu Provinsi, dibebankan pada APBN.

Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu
Kada Provinsi atau Pemilu Kada Provinsi yang bersamaan dengan Pemilu Kada
Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Panwaslu Provinsi, dibebankan pada APBD
Provinsi.

Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang
dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, dibebankan pada APBN.

Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Kada
Provinsi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, dibebankan pada APBD
Provinsi.

Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Kada
Kabupaten/Kota atau Pemilu Kada Provinsi yang bersamaan dengan Pemilu Kada
Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dibebankan pada
APBD Kabupaten/Kota.

Anggaran untuk perekrutan calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan untuk
Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan
oleh Panwaslu Kecamatan, dibebankan pada APBN.

Anggaran untuk perekrutan calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan dalam
Pemilu Kada Provinsi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, dibebankan pada
APBD Provinsi.

Anggaran untuk perekrutan calon Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Kada
Kabupaten/Kota atau Pemilu Kada Provinsi yang bersamaan dengan Pemilu Kada
Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dibebankan pada APBD
Kabupaten/Kota

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Untuk pengangkatan anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Kada yang waktu
pemungutan suaranya akan berlangsung pada tahun 2010 berlaku ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

a.

Panwaslu Provinsi melakukan pengangkatan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk
Pemilu Kada Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal KPU Provinsi telah menyerahkan 6 (enam) nama calon anggota
Panwaslu Kabupaten/Kota sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11/PUU-VIII/2010 Panwaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan
kepatutan terhadap:

a) 6 (enam) calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang diajukan oleh KPU
Provinsi;

b) anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sepanjang anggota
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Panwaslu Kabupaten/Kota tersebut bersedia dan masih memenuhi syarat
ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 serta namanya
tidak masuk dalam 6 (enam) nama calon yang diajukan oleh KPU Provinsi.

Dalam hal KPU Provinsi belum menyerahkan 6 (enam) nama calon anggota
Panwaslu Kabupaten/Kota sampai keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11/PUU-VIII/2010, maka Panwaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan
kepatutan terhadap anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
sepanjang anggota Panwaslu Kabupaten/Kota tersebut bersedia dan masih
memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007.

Dalam hal terdapat anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 yang tidak bersedia dan atau tidak
memenuhi syarat sebagai calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, maka
tambahan nama calon untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan diambil dari
urutan nama berikutnya yakni calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota
Penggantian Antar Waktu Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dalam hal tidak tersedia calon dari nomor urut 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam)
dari calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, maka Panwaslu
Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu
Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan.

b. Dalam hal Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota dilaksanakan
dalam waktu yang bersamaan, Panwaslu Provinsi melakukan pengangkatan
terhadap Panwaslu Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Bawaslu memberikan mandat kepada Panwaslu Provinsi untuk melakukan uiji
kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota
untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

Mekanisme pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu
Kada Kabupaten/Kota sama dengan pengangkatan anggota Panwaslu
Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi.

c. Bawaslu melakukan pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu
Kada Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Dalam hal KPU Kabupaten/ Kota telah menyerahkan 6 (enam) nama calon
anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebelum keluarnya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, Bawaslu melakukan uji kelayakan dan
kepatutan terhadap:

a) 6 (enam) orang calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.

b) anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sepanjang bersedia
dan masih memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 dan namanya tidak masuk dalam 6 (enam) calon
yang diajukan oleh KPU Provinsi.
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2. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota belum menyerahkan 6 (enam) nama calon
anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sampai keluarnya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, maka Bawaslu melakukan uji kelayakan
dan kepatutan terhadap Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2009 sepanjang bersedia dan masih memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal
86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

3. Dalam hal terdapat Anggota Panwaslu pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ angka 2 yang tidak bersedia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat
sebagai calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota maka tambahan nama calon
untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, diambil dari urutan nama
berikutnya yakni calon Panwaslu Penggantian Antar Waktu pada Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2009.

4. Dalam hal tidak tersedia calon dari nomor urut 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam)
dari Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009, Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota
Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi
persyaratan.

Dalam hal Pemilu Kada Kabupaten/Kota memasuki tahapan akhir sementara Pemilu
Kada Provinsi memasuki tahapan awal Pemilu Kada Provinsi yang waktunya
bersamaan, maka anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada
Kabupaten/Kota ditetapkan secara langsung sebagai anggota Panwaslu
Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi.

Dalam hal Pemilu Kada Provinsinya bersamaan dengan tahapan awal Pemilu Kada
Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi
ditetapkan secara langsung sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada
Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

Dalam hal tahapan akhir Pemilu Kada Kabupaten/Kota berdekatan waktunya dengan
tahapan awal Pemilu Kada Provinsi paling lama 2 (dua) bulan, maka Panwaslu Kada
Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai Panwaslu Kada Kabupaten/Kota untuk Pemilu
Kada Provinsi sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat.

Dalam hal Pemilu Kada Provinsinya berdekatan waktunya dengan tahapan awal
Pemilu Kada Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan, anggota Panwaslu
Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi ditetapkan secara langsung sebagai
anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g juga
berlaku bagi anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan pada
wilayah yang bersangkutan.

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengangkatan anggota Panwaslu Kecamatan
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Panwaslu Kabupaten/Kota menetapkan anggota Panwaslu Kecamatan pada
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
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Tahun 2009 sebagai anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Kada Provinsi
dan/atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

2. Dalam hal terdapat Anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
huruf i angka 1 yang tidak bersedia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai
calon anggota Panwaslu Kecamatan maka Panwaslu Kabupaten/Kota dapat
merekrut Pengawas Pemilu Lapangan dari Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang memiliki kinerja
baik sepanjang bersedia dan masih memenuhi syarat.

j.  Panwaslu Kecamatan melakukan pengangkatan anggota Pengawas Pemilu
Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan menetapkan anggota Pengawas Pemilu Lapangan pada
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009 sebagai Pengawas Pemilu Lapangan pada pemilu kada provinsi
dan/atau pemilu kada kabupaten/kota sepanjang masih memenuhi syarat.

2. Dalam hal Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 tidak bersedia
atau tidak memenuhi syarat atau telah diangkat menjadi anggota Panwaslu
Kecamatan, maka Panwaslu Kecamatan memilih dan menetapkan salah satu
dari 3 (tiga) calon potensial sebagai Pengawas Pemilu Lapangan.

3. Calon Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2
diperoleh dengan meminta sebanyak 3 (tiga) nama calon potensial dari tokoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, atau sebutan lainnya, untuk dipilih dan
ditetapkan salah satu di antaranya menjadi anggota Pengawas Pemilu
Lapangan.

4. Dalam hal tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama atau sebutan lainnya
tidak dapat memberikan 3 (tiga) nama sebagaimana dimaksud pada huruf j
angka 3, maka untuk mengisi kekurangan calon tersebut Panwaslu Kecamatan
menetapkan secara langsung orang yang dinilai layak dan memenuhi syarat.

Pasal 44

Pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan
Pengawas Pemilu Lapangan di daerah pemekaran untuk Pemilu Kada Tahun 2010
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bawaslu melakukan pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu
Kada Kabupaten/Kota dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap
anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi
persyaratan, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dari daerah
induk.

2. Panwaslu Provinsi melakukan pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota
untuk Pemilu Kada Provinsi dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan
terhadap anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan
memenuhi persyaratan, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dari
daerah induk.
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3. Panwaslu Kabupaten/Kota mengangkat anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai
anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Kada, sepanjang bersedia dan masih
memenuhi syarat.

4. Dalam hal terdapat anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ yang tidak bersedia, tidak lagi memenuhi syarat, dan/atau telah diangkat
menjadi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, maka Panwaslu Kabupaten/Kota
mengangkat anggota Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan
memenuhi persyaratan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Kada.

5. Panwaslu Kecamatan mengangkat anggota Pengawas Pemilu Lapangan pada
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
sebagai anggota Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Kada, sepanjang
bersedia dan masih memenuhi syarat.

6. Dalam hal anggota Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 tidak bersedia, tidak
memenuhi syarat, dan/atau telah diangkat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan,
maka Panwaslu Kecamatan memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) calon
potensial sebagai anggota Pengawas Pemilu Lapangan.

7. Calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf f
diperoleh dengan meminta sebanyak 3 (tiga) nama calon potensial dari tokoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, atau sebutan lainnya, untuk dipilih dan
ditetapkan salah satu di antaranya menjadi anggota Pengawas Pemilu Lapangan.

8. Dalam hal tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama atau sebutan lainnya tidak
dapat memberikan 3 (tiga) nama sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka untuk
mengisi kekurangan calon tersebut Panwaslu Kecamatan menetapkan secara
langsung orang yang dinilai layak dan memenuhi syarat sebagai anggota Pengawas
Pemilu Lapangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pengangkatan anggota Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri diatur dengan Peraturan
Bawaslu tersendiri.

Pasal 46
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



21

Pasal 47

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bawaslu
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan,
Pemilihan dan Penetapan, Serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas
Pemilu Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bawaslu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji
Kelayakan dan Kepatutan, Pemilihan dan Penetapan, Serta Pemberhentian,
Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Anggota
Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, yang mengatur pengangkatan anggota
Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas
Pemilu Lapangan sepanjang telah diatur dalam Peraturan ini dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 48
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2010

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

ttd.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.
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Lampiran : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor :1 Tahun 2010
Tanggal : 19 April 2010

MODEL : D.A.01

FORMAT SURAT PERMINTAAN USULAN NAMA CALON ANGGOTA
PENGAWAS PEMILU LAPANGAN

Nomor

Lampiran

Perihal . PERMINTAAN USULAN NAMA CALON ANGGOTA
PENGAWAS PEMILU LAPANGAN

Kepada Yth.

Di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka membentuk Pengawas Pemilu Lapangan, maka berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomo 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum, terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 1 Tahun 2010, Panwaslu Kecamatan ......
mengharapkan dukungan Bapak/Ibu selaku tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh
adat untuk mengajukan usulan 3 nama calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan.

Adapun ketentuan dalam pengajuan usulan nama calon anggota Pengawas Pemilu
Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan adalah sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;

Cc. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

d. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan
pengawasan;

berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;

yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

g. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh
dari rumah sakit/puskesmas;

h. tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan secara tertulis dalam
surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

j. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dalam jabatan negeri;

k. bersedia bekerja penuh waktu; dan

a0}



23

bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara
(BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

2. Calon yang diusulkan mengajukan surat lamaran (yang ditujukan kepada Panwaslu
Kecamatan) dengan dilampiri :

a.

™o o

3.

Demi

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;

Daftar Riwayat Hidup (DRH);

. Fotokopi Surat Kenal Lahir/Akte Kelahiran;

. Fotokopi ijasah paling rendah SLTA yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
atau notaris;

Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari rumah
sakit/puskesmas;

. Surat pernyataan diri yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,- yang
menyatakan:

1) setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Prklamasi 17 Agustus
1945;

2) tidak pernah menjadi anggota partai politik; (bagi yang pernah menjadi
anggota partai politik melampirkan surat keterangan dari pengurus partai
politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir);

3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan hukum tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 ( lima ) tahun atau lebih tidak
termasuk tindak pidana politik dan/atau tindak pidana karena kealpaan;

4) tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dalam jabatan negeri;

5) bersedia bekerja penuh waktu; dan

6) bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa
keanggotaan.

Nama-nama yang diusulkan sebagai calon Pengawas Pemilu Lapangan dikirimkan
kepada sekretariat Panwaslu Kecamatan dengan alamat tersebut di bawah ini
selambat-lambatnya tanggal ..................

Panwaslu Kecamatan akan memilih satu diantara beberapa nama yang diusulkan,
untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pemilu Lapangan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

Keputusan Panwaslu Kecamatan mengenai penetapan nama Pengawas Pemilu
Lapangan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

kian, terima kasih.
Tanggal/Bulan/Tahun

Panwaslu Kecamatan ....

Ketua
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MODEL : D.A.02

PANWASLU PROVINSI / KABUPATEN / KOTA*)
Alamat: .................

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU PROVINSI
PANWASLU KABUPATEN/KOTA DAN PANWASLU KECAMATAN*)

I\ [0] 1 [0 ] ST
Dalam rangka pembentukan Panwaslu Provinsi/Panwaslu
Kabupaten/Kota/Panwasl|u Kecamatan................ , maka Bawaslu/Panwaslu
Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota........... berdasarkan atas kewenangan yang

diberikan oleh Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 11/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum, terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, membuka kesempatan bagi semua pihak yang

memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu

Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan ................

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan calon anggota Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu
Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Warga negara Indonesia;

b. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;

c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

d. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan
pengawasan;

e. Berpendidikan paling rendah S-1 (Strata Satu) untuk calon anggota Panwaslu
provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota ; SLTA atau sederajat untuk calon
Panwaslu Kecamatan

f. Berdomisili di wilayah Provinsi yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu
Provinsi, atau di wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota
Panwaslu Kabupaten/Kota dan wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk
anggota Panwaslu Kecamatan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

2. Mengajukan surat lamaran (yang ditunjukan kepada Bawaslu untuk Panwaslu
Provinsi dan Tim Seleksi Kabupaten/Kota untuk Panwaslu
Kabupaten/Kota/Kecamatan) dengan dilampiri:

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;

Daftar Riwayat Hidup (DRH);

Fotocopi Surat Kenal Lahir/Akte Kelahiran;

Fotocopi ijasah paling rendah S-1 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Surat pernyataan diri yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,- yang

menyatakan:

1) Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang — Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945;

2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik.

3) (bagi yang pernah menjadi anggota partai politik melampirkan surat
keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi
menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir);

~0 00Ty
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Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan hukum tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak
termasuk tindak pidana politik dan/atau tindak pidana karena kealpaan;

Tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dalam jabatan negeri;

Bersedia bekerja penuh waktu; dan

Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik
negara (BUMN)/ badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa
keanggotaan.

3. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi

calon.

4. Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopi.

o

Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal.................... S/

6. Calon anggota Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan
terpilih wajib menyerahkan berkas sebagai berikut;

a. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari rumah
sakit/puskesmas;

b. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan hukum tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak
termasuk tindak pidana politik dan/atau tindak pidana karena kealpaan,

Tanggal/Bulan/Tahun

TIM SELEKSI

CALON ANGGOTA PANWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN

Ketua Sekretaris

* Coret yang tidak perlu
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MODEL D.A.03

BAWASLU / PANWASLU PROVINSI / KABUPATEN / KOTAY)

PENGUMUMAN HASIL PEMERIKSAAN BERKAS
CALON ANGGOTA PANWASLU PROVINSI,
PANWASLU KABUPATEN/KOTA dan PANWASLU KECAMATAN?%)
Nomor ......

Dalam rangka melaksanakan pasal 93, pasal 95 Undang- Undang Nomor 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum, Terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersama ini kami
umumkan nama-nama Calon Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota
dan Panwaslu Kecamatan yang lulus seleksi sebagai berikut:

NO. NOMOR NAMA BAKAL CALON KETERANGAN
URUT PENDAFTARAN

Tanggal/Bulan/Tahun

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU PROVINSI,
PANWASLU KABUPATEN/KOTA DAN PANWASLU KECAMATAN*)

KETUA SEKRETARIS

*Coret yang tidak perlu
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MODEL D.A.04

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama PP
2. Jenis Kelamin . Laki —Laki / perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia PP
4. Pekerjaan / Jabatan e
5. Agama e
6. Alamat e aaaaaaaaas
7. Status Perkawinan a. Belum /sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *) ................
8. Riwayat Pendidikan - TP
D
e et
o PR
B et e
9. Pengalaman Pekerjaan - TP
D
e et
o PR
B e
10.Pengalaman Organisasi - T PP
D
e et e
o PPN
B e e
11.Pengalaman dibidang P
Kepemiluan
12.Penghargaan yang P

Pernah diperoleh
(disertai poto copy
Bukti-bukti)
13.Lain —lain e e e

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti
pemenuhan Syarat calon Anggota Panwaslu Provinsi/Panwaslu
Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/Pengawas Pemilu Lapangan*) sebagaimana
dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.

Tanggal/Bulan/Tahun

Yang membuat pernyataan

*) Coret yang tidak diperlukan
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MODEL D.A.05

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama e
Jenis Kelamin e
Tempat Tgl. Lahir/Usia e [ioiiinn. Tahun;
Pekerjaan/Jabatan e,
Alamat P

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1.

2.

5.
6.

Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

Tidak pernah menjadi anggota partai politik;

(bagi yang pernah menjadi anggota partai politik melampirkan surat keterangan dari
pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai
politik dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun terakhir);

. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan hukum tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 ( lima ) tahun atau lebih tidak termasuk tindak
pidana politik dan/atau tindak pidana karena kealpaan;

Tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dalam jabatan negeri;

Bersedia bekerja penuh waktu; dan

Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara
(BUMN)/ badan usaha milik daerah ( BUMD ) selama masa keanggotaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota Panwaslu Provinsi/Panwaslu
Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan*), sebagaimana dimaksud Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tanggal/Bulan/Tahun

Yang membuat pernyataan,

materai
6.000

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan
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FORMULIR

MODEL : D.A.06

KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
SELEKSI CALON ANGGOTA PAWASLU PROVINSI/
PANWASLU KABUPATEN/KOTA/PANWASLU KECAMATANY)

Nama e et
Jenis Kelamin e e
Tempat Tgl. Lahir/Usia e e et e e e e e e e e e e e ———————————————
Alamat T,

RINCIAN BERKAS KELENGKAPAN
ADA TIDAK ADA
1 2 3

Surat lamaran ditulis dengan tinta berwarna hitam dengan
dilampiri :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2
(dua) lembar

3. Daftar Riwayat Hidup (DRH)

4. Fotocopi Surat Kenal Lahir / Akte Kelahiran

5. Fotocopi ijasah paling rendah S-1 yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang

6. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan
Jasmani dan Rohani Rumah Sakit/Puskesmas

7. Surat pernyataan diri yang ditandatangani di atas
materai Rp 6000,- tentang;

a. Menyatakan setia kepada pancasila sebagai dasar
negara, Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan cita — cita Proklamasi 17
Agustus 1945;

b. Menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai
politik. (bagi yang pernah menjadi anggota partai
politik melampirkan surat keterangan dari pengurus
partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi
menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5
(lima) tahun terakhir);

c. Menyatakan tidak pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai  kekuatan hukum tetap karena
melakukan hukum tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak
termasuk tindak pidana politik dan/atau tindak pidana
karena kealpaan;

d. Menyatakan tidak sedang menduduki jabatan politik,
jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam
jabatan negeri;
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e. Menyatakan bersedia bekerja penuh waktu; dan

f. Menyatakan bersedia tidak menduduki jabatan di
pemerintahan dan badan usaha milik negara
(BUMN) / badan usaha milik daerah (BUMD) selama
masa keanggotaan.

8. Tambahan dokumen pendukung lainnya.

Tanggal/Bulan/Tahun

PENDAFTAR PETUGAS TIM
SELEKSI

*) Coret yang tidak diperlukan
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MODEL D.A.07

DAFTAR PENELITIAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN SELEKSI
CALON PANWASLU PROVINSI/PANWASLU KABUPATEN/KOTA/

PANWASLUKECAMATAN
PENDAFTARAN | NAMA | Surat LAMPIRAN SURAT LAMARAN
lamaran
KET.
SURAT PERNYATAAN (LULUs
DOKUMEN YANG DITANDATANGANI ITIDAK
DENGAN MATERAI LULUS)
RP. 6.000,-
KTP | Paspoto | Daftar Fotocopi | Fotocopi Surat Surat Bagi yang
Warna Riwayat | surat ijasahyg | Keterangan pernyataa | pernah menjadi
Terbaru | Hidup Kenal dilegalisir | Hasil n diriyang | anggota partai
4x6 Lahir/ oleh Pemeriksaan | Ditanda politik
(5 Ibr) Akte pejabat Kesehatan tangani melampirkan
lahir yang Jasmani di atas surat
berwena | & rohani materai pengurus partai
ng Rp 6000,- bahwa yang
atau tentang; bersangkutan
notaris tidak lagi
menjadi
anggota partai
politik dalam
jangka waktu 5
(lima) tahun
terakhir);
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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MODEL D.A.08
BERITAACARA
(I\[0] 1 o] (TP
Pada hari ini .......... tanggal ................ bulan .............. tahun ............. ,

telah diadakan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi / Kabupaten/Kota* )...........coooiiiiiiiiiiieen e

Adapun Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota*) ................... yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan
adalah sebagai berikut :

Tim penguji dari Badan Pengawas Pemilihan Umum / Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi*) yaitu :

Lo Anggota Bawaslu / Panwaslu Provinsi*)

2 Anggota Bawaslu / Panwaslu Provinsi*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal/Bulan/Tahun

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU PROVINSI,
PANWASLU KABUPATEN/KOTA DAN PANWASLU KECAMATANY)

KETUA SEKRETARIS

*Coret yang tidak perlu

Ket: *) pilih salah salah satu
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MODEL D.A.9
BERITA ACARA

Pada hairi........ , tanggal...... , Tim Seleksi calon anggota Panwaslu Provinsi
........... /Panwaslu Kabupaten/Kota ............. setelah melakukan test wawancara dan
penilaian terhadap calon Anggota Panwaslu Provinsi ........... /Panwaslu
Kabupaten/Kota ............. berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bawaslu Nomor ................. , menetapkan 6 nama calon anggota Provinsi
........... /Panwaslu Kabupaten/Kota ............. untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan
dan kepatutan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi ........... Nama-nama calon
anggota Panwaslu Provinsi........... /Panwaslu Kabupaten/Kota ............. Adalah

sebagai berikut:
Adapun lampiran hasil penilaian beserta berkas persyaratan calon tersebut dilampirkan
dalam Berita Acara ini.

Tanggal/Bulan/Tahun
Tim Seleksi calon Anggota Panwaslu .....................

1. Nama tanda tangan
2. Nama tanda tangan
3. Nama tanda tangan
4. Nama tanda tangan
5. Nama tanda tangan

Catatan:
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MODEL D.A.10
FORMULIR PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON ANGGOTA PANWASLU .....ccoiiiiiiiiiiiiieeererer e n s e
PEMILU ...... ..o eee e e
NO NAMA PENGALAMAN | PENGETAHUAN | KEMAMPUAN | INTEGRITAS | KLARIFIKASI | PENGETAHUAN NILAI
PEMILU PEMILU KOMUNIKASI TANGGAPAN MUATAN TOTAL
MASYARAKAT LOKAL
1
2
3
4
5
6
Ket: Standar Nilai: 85 — 100 =sangat baik Standar Kode: ****  sangat baik Tanggal/Bulan/Tahun
70— 84 =baik *** baik
55— 69 =cukup o cukup PENGUJI
0- 54 =kurang * kurang
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MODEL D.A.10

FORMULIR CATATAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

CALON ANGGOTA PANWASLU

PEMILU

NO

NAMA

KELEBIHAN

KEKURANGAN

OO WIN|F
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MODEL D.A.12

LAPORAN HASIL
PENGUMUMAN PENDAFTARAN DAN PENJARINGAN CALON POTENSIAL

Tim Seleksi Provinsi/
Kabupaten/Kota*)

I. Data Tim Seleksi

1. Nama ettt eereeheeetieraeerareaeeteeeareeaeer et aeererae e et a e anranns
Tempat/Tgl Lahir PP PP
Jenis Kelamin L ettt et eeeeeeaeeeeeteeeeeeraeeesaseseetateettttaeerettaeettiaaeert e rraaaaaes
Agama PP
Jabatan e e e eeeeeeteeeeetieeeeteeeeerteteeeeaeterertaeeertaeeerea et
Alamat L et e et eeeeeheeeheeaeesaresaeeaeearesasetssetesreetaeitarirnritiareeraiaaa
No. Tlp/Fax e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetsetessseaaaaaeeeeeeeeeeeeeeetete————————
E-mail L et e et eeeeraereaeeeaeeaeeeaeeeeeaeeeatitseeenretieratie e eraaaaara,

2. Nama L et e et eeeaeeaeeaeeaeeaeeaeeaeeaeeeeaeeaereeaeenereeaarreraaereiaaras
Tempat/Tgl Lahir e eteeeeeeeeeeeeeeeeetesessssssaseeaeeeeeeeeeeeeeteteettterr——aaaaaaaaaareres
Jenis Kelamin L et e e eeeeeaeeheeaeesareeseeaeearesatetseeseratetretareanrraiarhaanaraae
Agama PP
Jabatan L et e et eeaeeraereaeeeaeeaeeaeeaeeeateteeteseteettitarttarrarrarreeraaraae
Alamat e e e eeeeteeeeeteeeeeeteeeeeraeeeeetaeiererteeeettaeeere et
No. Tlp/Fax PSR PRTRP PP
E-mail e e e eeeeteeeeeteeeeeeteeeeeraeeeeetaeiererteeeettaeeere et

3. Nama TP
Tempat/Tgl Lahir TP
Jenis Kelamin e e e eeeeteeeeeteeeeeeteeeeeraeeeeetaeiererteeeettaeeere et
Agama PP
Jabatan L e eeeeteeeeeteeeeeeaeeeeraeeeeeeterererteeeeeteeeerea e et e s
Alamat L e e et eeeeeaereaeeeaeeaeeeeeateestetaseseaatentetrrta et ra——a,
No. Tlp/Fax e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseessesssssseeaeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeterrr———————————————
E-mail L e eeeeteeeeeteeeeeeaeeeeraeeeeeeterererteeeeeteeeerea e et e s

. Menerangkan bahwa :
Telah dilaksanakan pengumuman, pendaftaran, dan penjaringan calon potensial bakal
calon Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan*)

Tempat TP
Provinsi ettt eeeeeeeeeeeeeeeaaeaaeeEeeeeeeeeeee et aeeaeeee et e e aana e nnrrratttraaaaaaaaans
Kabupaten/Kota PP P P PP
Hari/Tgl/BIn/Tahun e [eeiiiiiiiiiinnnns [ioiiiiiiiiiil, i

Waktu PR
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Didapat bakal calon Panwaslu sebagai berikut: lihat tabel dibawah ini

NO.
URUT

NOMOR
PENDAFTARAN

NAMA BAKALCALON

KETERANGAN

Tanggal/Bulan/Tahun

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU PROVINSI,
PANWASLU KABUPATEN/KOTA DAN PANWASLU KECAMATAN?)

*Coret yang tidak perlu

SEKRETARIS
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LAPORAN HASIL

MODEL D.A.13

PENDAFTARAN, PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS

Tim Seleksi Provinsi /
Kabupaten/Kota*)

Data Tim Seleksi

1. Nama

Tempat/Tgl Lahir

Jenis Kelamin
Agama
Jabatan
Alamat

No. Tlp/Fax
E-mail

2. Nama

Tempat/Tgl Lahir

Jenis Kelamin
Agama
Jabatan
Alamat

No. Tlp/Fax
E-mail

3. Nama

Tempat/Tgl Lahir

Jenis Kelamin
Agama
Jabatan
Alamat

No. Tlp/Fax
E-mail

Menerangkan bahwa
Telah menerima

memeriksa

Provinsi/Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan*)

Tempat
Provinsi
Kabupaten/Kota*)

Hari/Tgl/BIn/Tahun

Waktu

berkas

calon Panwaslu
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Dari penelitian Administrasi didapati yang memenuhi persyaratan dan akan
dilakukan tes wawancara pada hari ............. tanggal ........ tahun ......... sebagai
berikut: Lihat Tabel dibawah ini

PENDAFTARAN | NAMA | Surat LAMPIRAN SURAT LAMARAN
lamaran
KET.
SURAT PERNYATAAN (LULUS
DOKUMEN YANG DITANDATANGI [TIDAK
MATERAI RP. 6.000,- LULUS)
KTP | Paspoto | Daftar Fotocopi | Fotocopi | Surat Surat Bagi yang
Warna | Riwayat | surat liasahyg | Keterangan pernyataa pernah menjadi
Terbaru | Hidup Kenal dilegalisir | Hasil gigﬂdyfng anggota partai
4x6 Lahir/ oleh Pemeriksaan tangani politik
(5 Ibr) Akte pejabat Kesehatan diatas melampirkan
lahir yang Jasmani materai surat
berwena | & rohani Rp 6000,- | pengurus partai
ng tentang; bahwa yang
atau bersangkutan
notaris tidak lagi
menjadi
anggota partai
politik dalam
jangka waktu 5
(lima) tahun
terakhir);
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tanggal/Bulan/Tahun

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU PROVINSI,
PANWASLU KABUPATEN/KOTA DAN PANWASLU KECAMATAN?)

KETUA SEKRETARIS

*Coret yang tidak perlu
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LAPORAN HASIL

MODEL D.A.14

BAKAL CALON PANWASLU YANG LULUS PEMERIKSAAN BERKAS

Tim Seleksi Provinsi /
Kabupaten/Kota *)

Data Tim Seleksi

1. Nama

Tempat/Tgl Lahir

Jenis Kelamin
Agama
Jabatan
Alamat

No. Tlp/Fax
E-mail

2. Nama

Tempat/Tgl Lahir

Jenis Kelamin
Agama
Jabatan
Alamat

No. Tlp/Fax
E-mail

3. Nama

Tempat/Tgl Lahir

Jenis Kelamin
Agama
Jabatan
Alamat

No. Tlp/Fax
E-mail

Menerangkan bahwa
mengumumkannya  di

Telah

media

bakal

calon Panwaslu

Provinsi/Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan*) yang telah lulus dalam pemeriksaan

berkas (bukti terlampir)

Tempat
Provinsi
Kabupaten/Kota*)

Hari/Tgl/BIn/Tahun

Waktu
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Dari penelitian Administrasi didapati sebanyak ............. memenuhi syarat yang akan
mengikuti tes wawancara pada ..................... adapun calon Panwaslu yang
dimaksud adalah sebagai berikut: Lihat Tabel dibawah ini.

NO NOMOR NAMA CALON ALAMAT
PENDAFTARAN

Tanggal/Bulan/Tahun

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU PROVINSI,
PANWASLU KABUPATEN/KOTA DAN PANWASLU KECAMATAN?)

KETUA SEKRETARIS

*Coret yang tidak perlu
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LAPORAN HASIL

MODEL D.A.15

PENERIMAAN TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT

Tim SeleksiProvinsi /
Kabupaten/Kota *)

Data Tim Seleksi
1. Nama

Tempat/Tgl Lahir

Jenis Kelamin
Agama
Jabatan
Alamat

No. Tlp/Fax
E-mail

2. Nama

Tempat/Tgl Lahir

Jenis Kelamin
Agama
Jabatan
Alamat

No. Tlp/Fax
E-mail

3. Nama

Tempat/Tgl Lahir

Jenis Kelamin
Agama
Jabatan
Alamat

No. Tlp/Fax
E-mail

Menerangkan bahwa

Telah menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap bakal calon

Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan*)

Tempat
Provinsi
Kabupaten/Kota

Hari/Tgl/BIn/Tahun

Waktu
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Didapat tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap bakal calon Panwaslu
sebagai berikut: Lihat Tabel dibawah ini

NO PELAPOR URAIAN NAMA BAKAL CALON KETERANGAN
LAPORAN | YANG DILAPORKAN
Nama Lembaga
No.Urut | Nama
Tanggal/Bulan/Tahun

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU PROVINSI,

*Coret yang tidak perlu

SEKRETARIS

PANWASLU KABUPATEN/KOTA DAN PANWASLU KECAMATAN?)




Tim Seleksi Provinsi /
Kabupaten/Kota *)

PELAKSANA TES WAWANCARA
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LAPORAN HASIL

MODEL D.A.16

Data Tim Seleksi

1.

Nama
Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Agama

Jabatan

Alamat

No. Tlp/Fax
E-mail

. Nama

Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Agama

Jabatan

Alamat

No. Tlp/Fax
E-mail

. Nama

Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Agama

Jabatan

Alamat

No. Tlp/Fax
E-mail

Menerangkan bahwa
Telah dilaksanakan Tes Wawancara bakal calon Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Tempat

Provinsi
Kabupaten/Kota
Hari/Tgl/BIn/Tahun
Waktu
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Didapat calon Panwaslu sebagai berikut:

Jumlah Keterangan
NO NAMA Nilai Test wawancara Lulus/Tidak
Lulus
Presentasi | Tanya | simulasi
Jawab
Tanggal/Bulan/Tahun

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU PROVINSI,
PANWASLU KABUPATEN/KOTA DAN PANWASLU KECAMATAN?)

*Coret yang tidak perlu

SEKRETARIS
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LAPORAN HASIL

MODEL D.A.17

PENGUMUMAN HASIL NAMA CALON PANWASLU UNTUK UJI KELAYAKAN

Tim Seleksi Provinsi /
Kabupaten/Kota*)

I. Data Tim Seleksi

1. Nama L ettt ee ettt ee et ettt e ta et e e ettt e e eata et ran et earar s

Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin

Agama PP PPN
Jabatan TP
Alamat TR

No. Tlp/Fax

E-mail TP

2. Nama L ettt ettt ee e ea e ee e eeteateeeatetateeateetateaearea e reata e tn et renenrans

Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin

Agama e
Jabatan TR RPTUPR
Alamat L e s

No. Tlp/Fax

E-mail L e

3. Nama e s

Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin

Agama P
Jabatan L e e s
Alamat TR UPTUPTTPR

No. Tlp/Fax

E-mail PR

II. Menerangkan bahwa

Telah dilaksanakan pengumuman nama calon Panwaslu
Provinsi/Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan *)

Tempat :

Provinsi PRSP
Kabupaten/Kota o i
Hari/Tgl/BIn/Tahun  :.............. Lo, [oiiiiiiiiiin, Lo,

Waktu TP RUPRTT
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Didapat bakal calon Panwaslu untuk uji kelayakan dan kepatutan pada
Hari.......... Tanggal............... Tahun..... bertempat............. adalah sebagai berikut:
Lihat tabel dibawah ini

NO. NOMOR NAMA CALON ALAMAT KETERANGAN
URUT | PENDAFTARAN

Tanggal/Bulan/Tahun

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU PROVINSI,
PANWASLU KABUPATEN/KOTA DAN PANWASLU KECAMATAN?)

KETUA SEKRETARIS

*Coret yang tidak perlu
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MODEL D.A.18

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU PROVINSI,
PANWASLU KABUPATEN/KOTA/PANWASLU KECAMATAN¥)
Alamat ....oooveeeee

LA P ORANAKHIR HASIL KERJA PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

. PENDAHULUAN
XXXXXXXXXXXXXKXXKKXKKXXKKXKKXKKKXKKXKXKXXKXXKKXXKKXKKKXKKXKKXXKKXXKXXKKXKKXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

Il. ISI LAPORAN
XXXXXXXKXXXXKKKXXKXKKXKXKKKXXKKKXXKXKKKIXKKKKXKKKKXKKKKKKXKKXKXKKKXIKXKKXXXXKXXXK
XXXXKXXXXKKXXXKXXXXKKKXXKKKXXKKKXXXKKKXXKKKIXKKKKXKKKKKKXKKKXXKKKXXKKKXXXKXXK
XXXXXXXXXKKXXXKXXXXKKKXKXKKXXXKKXXXXKKKXXKKKXXKKKKXKKKKXKKKKXXKKKXXKKKKXXKXKXK

1. KESIMPULAN URAIAN EVALUASI DAN SARAN REKOMENDASI
XXXXXXXKXXXXKXKXXXKKXXXKKKIXKKKIXKKKKXKKKXIXKKKIXKKKXIKXKKXXKXXKKXXKKXXXKKKXXKXK
XXXXXXXXXXXXXXX

IV. PENUTUP

XXXXXKXXXXXHXXXKXXXXKXXXXHKXXEKKXXKXHXXKKXHXEKKXXKKKXXKXKXKKXXXKKIXHEX XK XKKXKKXXKXXKXXX
XXXXXXXXKXXXXXX

Tanggal/Bulan/Tahun

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU PROVINSI,
PANWASLU KABUPATEN/KOTA DAN PANWASLU KECAMATAN?)

KETUA SEKRETARIS

*Coret yang tidak perlu

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

ttd.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.
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